SALINAN

WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BOGOR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan
Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2024 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023;

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan
17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di
Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551);Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2002 tentang tentang Komisi Pemberantasan
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4250);
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara tentang
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengeloaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah  (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6523);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara  Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6206);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repu
blik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6881);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 450);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2015
tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan
Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran
Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor
8 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 95);
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29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2015
tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan
Daerah Jasa Transportasi Kota Bogor (Lembaran Daerah
Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Bogor Nomor 70);

30. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2016
tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bogor
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 71);

31. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2019
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT
Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 96)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Bogor Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT Bank
Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Lembaran
Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 122);

32. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2019
tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota
Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor
16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 106);

33. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2020
tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Bank Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor
Nomor 5 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Bogor Nomor 114);

34. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2022
tentang Perusahaan Umum Daerah Transportasi Pakuan
Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor
128);

35. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Bogor Nomor 132);

36. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2022
tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan
Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor (Lembaran Daerah
Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Bogor Nomor 137);

37.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022
Nomor 15);
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38. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2023
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota
Bogor Tahun 2023 Nomor 5);

39. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2024
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023.
Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

a. Pendapatan.

1. Pendapatan Asli Daerah Rp1.338.618.268.168,80
2 Pendapatan Transfer Rp1.628.857.302.371,00
3. Lain-lain Pendapatan RpO0,00
Daerah yang Sah
Jumlah Pendapatan Rp2.967.475.570.539,80
b. Belanja
1. Belanja Operasi
a). Belanja Pegawai Rp1.063.654.426.888,00
b). Belanja Barang dan Rp1.236.457.277.949,00
Jasa
c). Belanja Bunga Rp6.191.682.700,00
d). Belanja Hibah Rp147.381.004.434,00
e). Belanja  Bantuan Rp54.438.915.000,00
Sosial
Jumlah Belanja Rp2.508.123.306.971,00
Operasi

2. Belanja Modal

a). Belanja Modal Rp1.287.152.960,00
Tanah

b). Belanja Modal Rp97.928.993.032,00
Peralatan dan
Mesin

c). Belanja Modal Rp178.951.840.395,00
Gedung dan
Bangunan
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d). Belanja Modal
Jalan, Jaringan,
dan Irigasi

e). Belanja Modal Aset
Tetap Lainnya

f). Belanja Modal Aset
Lainnya

Jumlah Belanja
Modal

3. Belanja Tidak Terduga

4. Belanja Transfer

a). Belanja Bantuan
Keuangan

Jumlah Belanja
Transfer

Jumlah Belanja

Surplus/ (Defisit)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan
Daerah

2. Pengeluaran
Pembiayaan Daerah

Jumlah Pembiayaan Neto

Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran tahun berkenaan

Pasal 2

Rp238.985.747.391,00

Rp911.157.960,00

Rp100.077.000,00

Rp518.164.968.738,00

Rp1.066.654.400,00

Rp1.660.750.000,00

Rp1.660.750.000,00

Rp3.029.015.680.109,00
Rp(61.540.109.569,20)

Rp192.611.572.644,34

Rp76.821.017.476,00

Rp115.790.555.168,34
Rp54.250.445.599,14

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan
realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali

Kota ini.
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Pasal 4
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 27 September 2024
Pj. WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

HERY ANTASARI

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 27 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI
BERITA DAERAH KOTA BOGOR

TAHUN 2024 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya

'fOTA”BOGOR Ditandatangani secara elektronik oleh :
; KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA,

ALMA WIRANTA, S.H., M.SI (HAN)
Pembina Tk.I
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